
BUPATI LUWU
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR

TENTANG ^

PETUNJUKTEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

IMenimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14
tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk menetapkan suatu
pedoman agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan lancar,
dlpandang perlu mengatur Petunjuk Teknis Pengelolaan barang Milik daerah

b. Kabupaten Luwu.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan BupatI tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahj

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
' Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
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11

12.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

Undang-Urdani Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan

82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)-

Pe^JZlnZTT '̂ '"""''"0''"" '""'ons Peniualao Kendaraan DInasParorangan M,l,k Nagara (Lambaran Nagara Rapublik Indonasia Tahun 1971
omor 59, Tambahan Lambaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1967)-

Peraturan Pamarlntah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Nagara (Lambaran

Ral'w-kTT''"'''"''°""'° Tambahan Lambaran NagaraRepublik Indonesia Nomor 3573); egara
Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2nni tl»n^=lnn o..

uaiam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daprah /lomh.,,

Nagara Ra;!b7k InTas'ia
13. Peraturan Pemerintah Nomot 24 Tahun ^nnc . »

TamblTr roorNomonrTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)-

• N:rR7:b~^^^
Republik Indonesia NomoraST^

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2nn«;
(Lembaran Nagara Rapublik Indonesia Tahun 2005 Nlori37T''rr"
Lembaran Nagara Rapublik Indonesia Nomor 4575). Tambahan
oZTn '""'ooe Sistem informasl KeuanganOaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 T^mhJ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); '
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HIbah Kapada Dacrah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomr 139 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2nn"; n • .oaamh (Lambaran Negara Rapublik IndonasrT:;::;;! ^o^rrto:Cln
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)-

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20
dLI h7 "oRom Republik Indonesia Nomor 4609) sabagalmana telahdubah dangan Peraturan Pamarlntah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Zb hn

78 Tamhah^ n Tahun 2008 Nomor78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855^

Pe7!rtaharAntr """"oslan UrusanPemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah ProvlnsI dan

Tarunlo^Nor'na '̂ "mbaran Negara Republik Indonesia
4737); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

regar7DaaraTr7 '"'="8 ""angalolaan Uang
7mbah7? K m'"" Tohun 2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738)-

PeZ7,", Da7ah r' r™' " '=•"^"8 '̂edoman OrganlsasI
?alLn f 7 '"80"0>ie Tahun 2007 Nomor 69,Tambahan Lambaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4741)-
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112
Tambahan Lambaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4761);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerlntah Nomor 7Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4816);
Peraturan Presiden Nomor 1Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pedoman Pengelolaan Barang/Kekayaan
Milik Negara/Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas '
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 82 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerlntah Kabupatcn Luwu.

MEMUTUSKAN:

lenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I

KETErrrUAN umum

Pasal 1

wlam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu.
. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Luwu.

I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran
1 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

Barang Milik Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal darl perolehan lainnya yang sah.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
Barang Mlllk Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas pokok dan
fungsi.

Kepala DInas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala DPKD Kabupaten Luwu
adalah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Luwu.

LPengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebalk-baiknya.
Penylmpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan
dan mengeluarkan barang.
Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang dalam
proses pemakalan yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.



"• peran^.,. daerah ae,a.u
|15. Unit Kerja adalah bagian darl SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang

f Zltaan daf'"' vang malipud
pe.=..a.a„. pe„„a,a„, '
pemblnaan, pengawasan dan pengendalian. '

'̂ '̂•"•^"skan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk. menghubungkan pengadaan barang yang teiah lalu dengan keadaan yang sedL Terll rlbl
asardalammelakukantindakanpemenuhan kebutuhan yangakandatang ®Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Mllik Daerah dan Jasa

r "lenyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit
I daiam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

engamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam
I bentukfisik, administatif dan tindakan upaya hukum.
a Penggunaan adalah kegiatan yang diiakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola

dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Instansl yang
bersangkutan.

j4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerja sama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status
kepehiilikan.
Sewa adalah pemanfaatan Barang Miiik Daerah oieh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbaian uang tunai.
Pinjam Pakai adalah penyerahan pengguanaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah dan antara Pemerintah Daerah daiam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbaian dan
seteiah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembaii kepada Pengeioia Barang.
Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Miiik Daerah oleh pihak lain daiam jangka

I waktu tertentu daiam rangka penlngkatan PAD dan sumber pembiayaan iainnya.
,8. Bangun guna serah adaiah pemanfaatan Barang Miiik Daerah berupa tanah oieh pihak lain dengan

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasiiitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak
lam tersebut dalam jangka waktu tertentu yang teiah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembaii tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiiitasnya seteiah berakhirnya jangka
wsktu*

i Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Miiik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan
cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasiiitasnya dan seteiah seiesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oieh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.

LPenghapusan adalah tindakan menghapus Barang Miiik Daerah dari daftar barang dengan
menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengeioia Barang dari tanggung jawab admistrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

.Pemindahtanganan adaiah pengaiihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
Pemerintah Kabupaten Luwu.

LPenjualan adalah pengaiihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentukuang.



Pemerintah Pusat dengan Pemerintah D^erah'antar pImLLah D"Tp
P-aH .nga„_.a pepggaadap

~ da,,1 kepada p.ak lain, .anpa'™p.p:„,arplgSa:

dlparhitungpan sebagaflodal/sr.
Daera^ataubadanhukumlainnyayangdimiliklNegaraVaer^h'''' ^"'''

I Barang Mllik Daerah sesuai dengan kSTan yang'̂ ^u dan pelaporan
\ LTng« Dal"'" ^aa« P-da^an
r oteMiri? aelakdf didasarkan pada da,a/fakB yang11:: ^Ippoleb LTJZ
r;rsr.::xrrgptrarai^^ -—-

I Standarisasf Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, speslfikasi dan kualltas
oalam 1 (satu) periode tertentu,

3. Pelelangan Umum adalah Penjualan Barang Mllik Daerah yang dilakukan secara umum melalui Kantor
Leiang Negara atau Instansi yang berwenang sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik
Daerah.

4. Pe'e'angan Terbatas adalah Penjualan Barang Milik Daerah yang dilakukan secara terbatas sebagai
tindak lanjut atas penghapusan Barang Milik Daerah.

fc. «™ah OInas adalah Rumah Mllik atau yang dikalola Pemerintah Daerah, terdlrl atas Rumah Jabatan,
} Rumah Dinas/lnstansI dan Rumah Pegawai.

5. Standar Akuntansi Pemerlntahan adalah prinslp-prinslp Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajukan Laporan Keuangan Pemerintah.

'. Kendaraan DInas adalah Kendaraan Milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk
kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan

j dinas jabatan dan kendaraan operasinal khusus/lapangan.
I Psngadaan tanah guna Pembangunan untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah untuk

pembangunan:

a. Pertahanan dan Keamanan Naslonal;
b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta apl, stasiun kereta api dan fasilitas kereta api;
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi dan

bangunan pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandara udara dan terminal;
e. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;



I. Fasilitas soslal, fasUitas umum dan ruang terbuka hijau publik;
m Cagar alam dan cagar budaya;

r:::;rrr:r --.a. .a„a. ae«a pe™.aHa„
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. Pasar umum dan lapangan parkirumum.

Pasal 2

Pengelolaan barangmilik daerah sebagai baglan dari pengeloiaan keuangan daerah.

Pasal 3

|l) Barang Milik Daerah meliputi:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas bebanAPBD; dan
b. barang yang berasal darl perolehan lalnnya yang sah.
Barang sebaglmana dimaksud pada ayat (1) huruf bmeliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak-
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
. p^usan pe„,ad„a„ yaa^ .a,a. ™.pero,ah kakuatan huku.

Lolaan barang milik daerah meiiputi • """""

e- Penatausahaan;
'• pemanfaatan;
I P="e=manandanpemaiiharaan-
h- Penllaian;
^ Penghapusan;

i- Pemlndahtanganan-

' Zl7Z::r" -^.avaam

iBapaliadaiahpamagangkekua...I '-gang kakaasaan Pn9-punyai^awanang: « °aarah sabagaimana dimakaud pad

—
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Pasai 6

1) Sekretaris Daerah adalah Pengetola.
2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

3. Menetapkan Pejabat yang menyimpan dan mengurus Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas
pokokdan fungsi SKPD;

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
c. MenellitI dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
d. .Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah

yang telah disetujui oieh Bupati dan/atau DPRD;
e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
f. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
g. Mengelola Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Pasal 7

I) Kepala DPKD adalah Pembantu Pengelola.
3 Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :

a. Mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD yang
meliputi : Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan,
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan dan Penatausahaan;

b. Membantu Pengelola Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) huruf b, c, d, e, fdan g; dan

c. Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerlntahan dan Standarisasi Harga Barang
danJasa.

Pasal8

ij Kepala SKPD adalah Pengguna Barang.
1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Wewenang dan Tanggung Jawab •

a. Menyusun rencana kebutuhan Barang Unit untuk tahun berikutnya dan melaporkan kepada
Pembantu Pengelola Barang;

b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya-
c. Menggunakan Barang Mlllk Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentlngan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
d. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
e. Pengajuan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau Bang'unan yang

tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan
kepada Bupati melalui Pengelola;

f. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui
Pengelola;

g. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya;

k. Menyampalkan Laporan Barane Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna
Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola melalui Pembantu
Pengelola; dan

I Melaporkan Barang Milik Daerah hasli pengadaan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola
setiap tahun anggaran dengan Berita Acara Penyerahan Barang/kegiatan pada akhir tahun
anggaran.

Pasal 9
jKepala UPTD adalah Kuasa Pengguna Barang.
toa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Wewenang dan Tanggung

i



p) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman
pada Kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga.
Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola Barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar
pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Kedua i

Pengadaan

^ Pasal 14
|(1) Pengadaan barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-
® undanganyang berlaku.

(2) Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pengguna.
J3) Pengadaan Bangunan dilaksanakan oleh Pengguna.
|4) Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk SKPD dilaksanakan oleh Pengguna.
p Pengadaan Kendaraan Perorangan DInas dilaksanakan oleh Pengguna (Sekretariat Daerah)
pPCTgadMn Kendaraan OInas Oparasional khusus/lapangan dan Pakalan Seragam DInas

khusus/lapangan dilaksanakan oleh Pengguna.
Pengadaan Seragam Dinas dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

i) P®"g^lian pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 15
[11 Hasil Pengadaan yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaporkan oleh

engguna Barang kepada Bupati melalui Pembantu Pengelola dilengkapi dengan Berita Acara
Penyerahan Barang dan Dokumen Pengadaan pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam Daftar Hasil
engadaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DHP-SKPD),

Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DHP-SKPD) sebagaimana
ayat(l) terdiri dari Hasil Pengadaan Barang Inventaris dan Barang Pakai Habis

« 'p " sPbagaimana ayat (1), Panrbartu Pengalola mengajukanUsul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 16

I" """ P®"8adaan kendaraan dInas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (S) dan ayat (6) dilaporkan

f" '̂ne«„r„tr""r =="=8=""="= =Vat (1), Kepala DPKO mengajukan Usuli Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 17

||1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh
Pcngguns. I

hDalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1(satu) hektar maka
pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten.
Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara langsung melalui jual beli
tukar menukar, atau cara lain yang disepakati Pemerintal. Kota dengan Pihak yang menguasai tanah. '
Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten.
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Pasal 18

|l) Berdasarkan Oaftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah <;atii3n fa • n
sebagaimana dimaksud pada pasaf 15 pLb lu pla/, k!'

J Peagadaap Barang. " '̂tewajlban membuat Daftar Hasll
OatarHasi, Pengadaan sebagarnaana dinraksud pada aya. ,1, digunakan untuk lanrplran perbdungan

BAB IV

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 19

11 LT"""'n Penyaiuran barang dilakukan oleh Penyimpan BarangI) Pengurus Barang bertanggung Jawab membantu Pengguna Baranc atas tPrlat
adminiatraalpengelolaan barang pada aetlapSKPD, tprtonanya rerdbn) Penyimpan dan Pengurus Barang ditetapkan oleh Pengelola

.) Mp^n Penerlnraan, Penyinrpanan dan Penyaiuran Barang yang barua dibua, Penyimpan Barang
a. Berita Acara Penerlmaan Barang;
b. Buku Penerlmaan Barang;
c. Buku Pengeluaran Barang;
d. Buku Barang Inventaris;
e. Buku Barang Pakai Habis;
f. Kartu Barang;
g. Kartu Persediaan Barang;
h. Laporan Semesteran tentang Penerlmaan dan Pengeluaran Barang Inventaris;
. ^poran Semesteran tentang Penerlmaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis;

J. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang;
k. Berita Acara Serah Terima Gudang; dan
I. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang.

i) Dokumen pengelolaan barang yang harus dilaksanakan Pengurus Barang yaitu :
a. Daftar Penerlmaan Barang dari Pihak Ketiga;
b. Kartu Inventaris Barang (KIB) ATanah;
c. Kartu Inventaris Barang (KIB) BPeralatan dan Mesin;
d. Kartu Inventaris Barang (KIB) CGedung dan Bangunan;
e. Kartu Inventaris Barang (KIB) DJalan, Irigasl dan Jaringan;
f. Kartu Inventaris Barang (KIB) EBarang Milik Daerah Tetap Lainnya;
g. Kartu Inventaris Barang (KIB) FKonstruksi Dalam Pengerjaan;
h. Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
i. Buku Inventaris;
j. Rekapitulasi Buku Inventaris (Rekap Hasil Sensus);
k. Laporan Mutasi Barang;
I. Daftar Mutasi Barang;
m. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang;
n. Daftar Usulan Barang yang akan dihapus; dan
0. Menyiapkan Daftar Barang Milik Daerah yang digunausahakan

Pasal 20

Penerlmaan barang hasil pengadaan yang diblayai dengan APBD dilakukan setelah diperiksa oleh
Panitia Pemeriksa Barang.

I Panltia Pemeriksa Barang ditetapkan sesual dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
• Barang yang diterlma oleh Penyimpan Barang diserahkan kepada Pengurus Barang untuk dicatat

adalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (Bl), sesual
kodefikasi danpenggolongan Barang Milik Daerah.
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Atasar. langsung parylmpar barang/pengurus barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib
Administrasi Perbendaharaan Barang Milik Daerah.
Atasan langsung penyimpan barang/pangurus barang sebagaimana dimaksud pada ayal (4)
mempunyai kewajiban :

secara berkala 5 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas
penyimpan barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang. Hasii
pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan
penyimpan barang yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola dan
tembusannya masing-masing untuk kepala SKPD yang bersangkutan, Pembantu Pengelola dan'
Pengawas Fungsional Daerah Kabupaten Luwu.
a. Dalam hal atasan langsung penyimpan barang berhalangan maka Pengelola atau pejabat yang

berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan iangsung penyimpan/pengurus barang; dan
b. dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, atasan langsung turut bertanggung

jawab atas kerugian yang terjadi.

Pasal 21

1) Penertmaan barang yang berasal dari hibah, bantuan, dan sumbangan diserahkan kepada Bupati
' melaiui Pengelola.

Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim
I Penerimaan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur Pengelola dan Pengguna
I Barang terkait.
4) Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
1 dengan dilampiri:

a. Berita Acara Hasil Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Penerimaan Barang;
b. Daftar barang yang diterima beserta niiai peroiehan; dan
c. Dokumen keabsahan barang/Dokumen kepemilikan asli beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 22

1) Penerimaan Barang Milik Daerah dari pemenuhan kewajiban Plhak lain kepada Pemerintah Daerah
berdasarkan perjan|ian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu dilakukan setelah
diperlksa Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

yTglTrlakr sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Hasil Penerimaan Barang Miiik Daerah dari Tim Verifikasi dilaporkan kepada Bupati meialui Pembantu
Pengelola yang seianjutnya dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan ditetapkan
status penggunaannya. ^

Pasal 23

IPeuyaluran Barang Mlllk Daerah oleh Penyimpan Barang dllakranakan a.as dasar Surat Perlntah
tageluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang disertal dengan berita acara aerah

Penyaluran Barang Mlllk Daerah yang merupakan mutaai barang yang berada pada SKPD aelaku

:rpLrnLt:r"" —nUTen:::
tayaluran Barang Mlllk Daerah yang merupakan mutasi barang antar SKPD dilaksanakan oleh

semesteranfLBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan. e ee d»p akhir tahun anggaran Pengguna Barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada
Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
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BABV

PENGGUNAAN

Bagian Pertama

Penetapan Status Penggunaan Barang MIlik Daerah

Pasal 24

|l) Status penggunaan Barang Milik Daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai berikut;
a. Pengguna Barang meiaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada Pengeiola melalul'

Pembantu Pengeiola disertai dengan usul penggunaannya;
b. Pembantu Pengeiola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud

kepada Bupati melalui Pengeiola untuk ditetapkan status penggunaannya.
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan barang inventaris lainnya
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna dan/atau
Ku'asa Pengguna kepada Bupati melalui Pengeiola,

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Tanah dan atau bangunan
Pasal 25

jl) Penetapan status Penggunaan tanah dan/atau bangunan kepada SKPD dilakukan dengan ketentuan
I bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
] pokok danfungsi SKPD.
PI Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan
f yang tldak digunakan sebagaimana dimaksud. Ayat (1) kepada Bupati melalui Pembantu, Pengeiola,

|31 Penggunaan atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud Ayat (2) menjadi tanggung Jawab
" Pembantu Pengeiola.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama

Pembukuan

Pasal 26

|l| Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang
Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut
penggolongan dan kodefikasi barang.

ft) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dimuat daiam Kartu inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F.
1) Pembantu Pengeiola menghimpun pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah.
"Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 27

1) Dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah disimpan oleh Pembantu
Pengeiola.

2) Dokumen kepemilikan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah disimpan oleh Pembantu Pengeiola.
5) Dokumen selain tanah dan/atau bangunan serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan

Ayat (2) disimpan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 28

Penatausahaan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Pembantu Pengeiola.
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Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 29

j) Pengelola melakukan inventarisasi terhadap seluruh Barang Milik Daerah, baik yang bergerak maupun
* yang tidak bergerak.
I) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meiiputi pencatatan, peniiaian dan

pepdokumentasian dan penggunaan Barang Milik Daerah.
Pengguna Barang bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh Barang Milik Daerah/barang
inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya daiam Buku Inventaris.

|4) Buku inventaris sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), disampaikan kepada pengelola melalui
Pembantu Pengelola secara periodik 6(enam) buian sekali.
Pembantu Pengelola bertanggungjawab untuk menghimpun hasii inventarisasi Barang Milik Daerah
dariSKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dalam Buku induk Inventaris Barang Daerah.

Pasat 30

I) Pemerintah Daerah wajib meiaksanakan Sensus Barang Milik Daerah sekali dalam 5(lima) tahun
untuk menyusun Buku inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasinya.

!) Pengguna Barang wajib meiaksanakan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) untuk SKPD yang bersangkutan.

ij Pembantu Pengelola bertanggungjawab atas koordinasi pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah.
Ĵ) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan dengan cara swakelola

dan/atau pihak lain.

Pasal 31

I) Barang yang disensus sebagaimana dimaksud pada pasal 30 adalah seluruh barang milik Pemerintah
Daerah yang terdiri dari:

"• MilTn "=""8 vang dipisahkan pada Perujahaan Oaerah/Badap UsahaMilik Daerah/Yayasan Milik Daerah; dan
b. Barang miiik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan

i) Tahap persiapan meiiputi:
a. pembentukan panitia Sensus Barang Daerah;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
c penyediaan biaya persiapan dan pelaksanaan Sensus Barang Daerah;
d. penataran petugas pelaksaaan Sensus Barang Milik Daerah; dan
e. penyediaan kartu/formulir pada petunjuk teknis serta peralatan yang diperiukan.

p) Tahap peiaksanaan meiiputi:
a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah;
b. pelaksanaan sensus barang daerah yang masing-masing di SKPO dengan mengisi KIB dan KIR-
c penyelesalan hasil sensus Barang Milik Daerah dengan menyanrpaikan buku inventaris oleh unit

kerja terendah kepada atasan;
d. pembuatan daftar rekapitulasi oieh SKPD;
e. pengawasan dan evaluasi hasil sensus barang dalam SKPD;
f. pembuatan Buku induk inventaris; dan
g. Pelaporan hasii sensus barang daerah kepada Departemen Daiam Negeri melalui Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 32

II Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan kepada
Pengguna Barang. ^

!| Penggune Barang menyampaikan laporan Pengguna Barang semesteran, dan tahunan kepada
I Pengelola melalui Pembantu Pengelola.
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Uporan sebasalmana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan hasll pencatatan Barang MIlik
Oaerah yang termuat dalam Kartu tnventaris Barang A, B, C, D, Edan F

|i| Pembanfu Pengelola menghimpun seluruh laporan Pengguna Barang semestaran dan tahunan dari
I masing-masmg SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya

f«abD^ar™" "-vus-an Naraca
"'«i"e-mpslng SKPD sadap samastar, dlaatatsecara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.

L̂aporan nautasl barang mampakan pancatatan barang bartambah dan/atau barkurang aalama s'
; lenam) bulan untuk dilaporkan kapada Pangelola melalui Pembantu Pangalola

I 1(atu) tahun dan maslng-masing dibuatkan Daftar RakapitulasI Barang MIlik Daarah
^Oaftar mutasi barang salama 1(satu) tahun tarsabut dislmpan pada Pambantu Pangalola

ImrtynTdTnT'" "h""' -"^b^ntumkan )anlsj "lerek, type, dan lam sebagainyajugaharusmencantumkan nilai barang.
Pasal 33

arang Milik Daerah digolongkan dalam 6(enam) kelompok yaitu •
LTanah;

Lperalatan dan mesin, meliputi:
1. alat-alat besar;

a) alat-alat besar darat;
b) alat-alat besar apung;
c) alat-alat bantu;dan
d) alat-alat besar sejenisnya.

2. alat-alat angkutan:
a) alat angkutan darat bermotor;
b) alat angkutan darat tak bermotor;
c) alat angkut apung bermotor;
d) alat angkut apung tak bermotor;
e) alat angkut bermotor udara; dan
f) alat-alat angkutan lain sejenisnya.

3. alat-alat bengkel dan alat ukur:
a) alat bengkel bermotor;
b) alat bengkel tak bermotor; dan
c) alat-alat bengkel dan alat ukur lain sejenisnya.

4. alat-alat pertanian/peternakan:
a) alat pengolahan tanah dan tanaman;
b) alatpemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan; dan
c) alat-alat pertanian/peternakan lain sejenisnya,

5. alat-alat kantor dan rumah tangga;
6. alat Studio dan alat komunikasi;
7. alat-alatkedokteran:

a) alat kedokteran umum;
b) alat kedokteran gigi;
c) alat kedokteran keluarga berencana;
d) alat kedokteran mata;
e) alat kedokteran THT;
f) alatrontgen;

g) alat farmasi; dan
h) alat-alat kedokteran lain sejenisnya.



8. alat-alat laboratorium:

a) unit alat laboratorium;

b) alat peraga/prakteksekolah; dan
c) alat-alat laboratorium lain sejenisnya.

\ 9. alat-alat keamanan :
a) senjataapi;

b) persenjatan non senjata api; dan
c) alat-alat keamanan lainsejenisnya.

ft gedung/bangunan meliputi:
1. bangunan gedung

2. bangunan instalansi;

3. bangunan tempat ibadah;
4. rumah tempat tinggal;

5. candi;

6. monumen sejarah;

7. tugu peringatan; dan

8. gedung/bangunan lain sejenisnya.

d. jalan, irigasi dan jaringan/instalasi meliputi:
1. jalan:

a) jalan;

b) jembatan;

c) terowongan; dan

d) jalan lain sejenisnya.

2. irigasi:

a) bangunan air irigasi;

b) bangunan air pasang;

c) bangunan air pengembangan rawa;

d) polder;

e) tanggul;

f) waduk;

g) bangunan air minum;

h) bangunan air kotor; dan

i) irigasi lain sejenisnya.

3. jaringan/instalasi:

a) jaringan/instalasi air minum;

b) jaringan/instalasi air kotor;

c) jaringan/instalasi pengolahan sampah;
d) jaringan/instalasi pembangkit listrik;

I e) jaringan/instalasi gardu iistrik; dan
f) jaringan/instalasi lain sejenisnya.

e. Baring Milik Daerah tetap lainnya meliputi:
1. buku dan perpustakaan;

2. barang bercorak kesenian/kebudayaan;
3. hewan/ternak; dan

4. tumbuhan-tumbuhan/pepohonan.

f. kontruksi dalam pengerjaan.
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Pasal 34

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang Milik Daerah melalui pendaftaran dan pencatatan
serta pelaporan barang milik Pemerintah Kabupaten Luwu agar diperoleh data yang akurat dan cepat,
menggunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BABVn

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Bentuk Pemafaatan

Pasal 35

Uuk-bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa
hi
k sewa;

fb. pinjam pakai;
ft kerjasama pemanfatan; atau
li bangun guna serah dan bangun serah guna.
' Bagian Kedua

Sewa

I Pasal 36

[„ .3.n, M«. OaeraH dapa. d,aewa.a„ .epada P.a. ,a,n sapanian, .en,un.ung.ap PenaanntaH
Daerah dengan ketentuan:

I c' maocagahpaniiunaaa Barang MiPkDaaraholahpihak lain sacarat,dak sa .

g. rrag"^ vang n-asih da,an. panggunaan Pangguna Barang/Kuaaa Panggnna
°s:r«nTh dan/a.au bangunan yan, maaih da,an, panggunaan Pangguna Barang yang barnlla,
sampai dengan 5 (lima) milyar.

rtgltlgrpaCuan Bupa.,, un.uk .anab dan/a.au bangunan yang barn„a, ,ab,b dar, 5
(lima) milyar;

(b) TarnSraTsl^n^^^^^ V-6 barada dalam

evaluasi oieh Pengelola dengan persetujuan Bupati, dan
b. Untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setela eva u

Pembantu Pengelola dan disetujui oleh Pengelola. „ » «n->orah
HParbl an basaran sa«a didasarkan pada formula tarl, sawa yang dlatur dalam Paraturan Daarah.

L panyawaan marupakan panarlmaan daarah dan wajlb dlaator ka Kas Daarah,(7)

Pasal 37

^sadur panyawaan Barang Mlllk Daarah sabagalmana dlmaksud pasa, 36 aya. ,2, huruf aadalah sabaga,
berikut:

, Ppmbantu Peneelola melakukan penelitian mengenai:
~ kan panyawaan Barang Ml,Ik Daarah yang ada dalam pangalolaannya. yangd— pada
• kabutuhan Pangelola untuk malakukan panyawaan tanah dan/atau bangunan

2. klZn panyawaan tanah dan/a«u bangunan bardasarkan parmlntaan plhak lam yang akan
menyewa tanah dan/atau bangunan dlmaksud. kelavakan

b. Pengelola menetapkan Barang Milik Daerah yang disewakan berdasakan hasil pene
tersebut;
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Pengelola membentuk tim Penyewaan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan unsur Pengelola
dan dinas teknis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap Barang
Milik Daerah disewakan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis;
Tim Penyewaan sebagaimana dimaksud huruf csekaligus bertugas sebagai tim penilai Barang Milik
Daerah yang disewakan dalam rangka penentuan besaran tarif sewa;
Tim menyampaikan laporan penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengelola yang selanjutnya
diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
Bupati memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya permlntaan sewa Barang Milik Daerah dengan
mempertimbangkan laporan Pengelola;

^ Dalam hal Bupati tidak menyetujui permitaan tersebut. Pengelola memberitahukan kepada pihak '
yang mengajukan permlntaan sewa, disertal alasannya;
Dalam hal Bupati menyetujui permintaan tersebut, Bupati menetapkan surat keputusan penyewaan
yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Daerah yang disewakan, nilai Barang Milik Daerah
yang diserahkan, besaran sewa, pihak penyewa dan jangka waktu sewa;
Penyewa menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah;
Penyewaan dltuangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani eleh Pengelola dan
pmak penyewa yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Daerah yang disewakan, besaran
sewa, pihak penyewa dan jangka waktu sewa;
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah melaksanakan penatausahaan pelaksanaan sewa;
Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/atau banguna'n yang disewa
kepada Pengelola Barang, yang penyerahanya dituangkan dalam berita acara serah terima-
Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan
tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya janka
waktu sewa; dan ^ '
Bagian Kerjasama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan.

Pasal 38taur penyewaan Barang Mlllk Daerah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) huruf badalah sebagai

1 -"'"eajukan usulan kepada Pengelola melalul Pembantu Pengelola untuk menyewakansebaglan tanah dan/atau bangunan dengan disertal pertimbangan penyewaan, gambar lokasi, luas

Ta! »i I '̂ '0'' bangunan, data transaksl sebandingdan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan;
. taibantu Pengelola melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Daerah yang

toakan dan Pengguna Barang tersebut yang selanjutnya diajukan persetujuan kepada Pengelola;
Dalam ha Pengelola tIdak menyetujui usulan tersebut, Pengelola memberitahukan kepada Pengguna
Barang, disertal alasannya; rcngguna
Dalam hal Pengelola menyetujui usulan tersebut, Pengelola menerbltkan surat persetuiuan

dan/atau bangunan yang drsewakan, nllal tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nllal sewa dan
jangka waktu sewa;

Penyewaan tanah dan/atau bangunan dltuangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat
Mkurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dan pihak penyewa;
Penyewa menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah;
Pengguna melaporkan pelaksanaan sewa menyewa kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola
dengan disertal bukti setor dan perjanjian sewa menyewa; dan
Dalam hal pemyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan
tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola
paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.



18

Pasal 39

iiosedur penyewaan Barang MIlik Daerah sebagaimana ditnaksud pasal 36 ayat (2) huruf c adaiah sebaga!
lerikut:

Pengguna mengajukan usulan kepada Pengelola melalul Pembantu Pengelola disertai dengan hasil
penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampai 5 (lima) milyar dimaksud, termasuk pertlmbangan mengenai caion
penyewa, niiai sewa dan Jangka waktu penyewaan;

Pembantu Pengeiola meiakukan penelitian atas usulan Penyewaan tersebut yang selanjutnya dlajukan
kepada Pengelola untuk mendapatkan persetujuan;

Daiam hal Pengelola tidak menyetujui usuian tersebut, Pengeiola memberitahukan kepada Pengguna
Barang disertai alasannya;

Daiam hal Pengelola menyetujui usulan tersebut, Pengelola menerbitkan surat persetujuan, yang
sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Daerah yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa dan
jangka waktu sewa;

Penyewaan dituangkan daiam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan
kewajibani para pihak, serta ditandatangan! oleh Pengguna/Kuasa Pengguna dan pihak penyewa;
Penyewa menyetorkan uang sewa ke Kas Daerah;
Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa tersebut kepada Pengelola melalui
Pembantu Pengelola dengan disertai bukti setordan perjanjian sewa menyewa; dan
Daiam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan waktu sewa, permintaan tersebut harus
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengeiola paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktusewa.

Baglan Ketiga

Pinjam Pakal

Pasal 40

p) Pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah
Daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
perjanjian berakhir, Barang Milik Daerah diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui
Pengelola;

Pinjam pakai selain hal tersebut diatas dapat diberikan kepada aiat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah daiam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Barang Milik Daerah yang dapat dipinjampakaikan adaiah sebagai berikut;
a. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang dan sudah diserahkan

kepada Bupati;

b. Sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih daiam penggunaan Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang; dan

c. Selain tanah dan/atau bangunan yang masih daiam penggunaan Pengguna.
|) Pelaksanaan Pinjam pakai adaiah Pengelola dengan persetujuan Bupati;

Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2(dua) tahun dan dapat diperpanjang;
I Perpanjangan jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengelola degan
I persetujuan Bupati;
|) Pemeiiharaan dan segala biaya yang timbul seiama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung

jawab peminjam;

_|) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembaiikan Barang Milik Daerah yang
I dipinjam daiam kondisi sebagaimana yang dituangkan daiam perjanjian; dan
3) Pinjam pakai yang telah terjadi sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini agar disesuaikan paling lambat

2(dua) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 41

fosedur pelaksanaan pinjam Pakai Barang Milik Daerah adaiah sebagai berikut:
; Pemohon pinjam pakai mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Pengelola sekurang-

kurangnya memuat pertlmbangan yang mendasari diajukan permintaan, dan spesifikasi Barang Milik
Daerah serta detail peruntukannya;
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Pengelola dibantu Pembantu Pengelola melakukan kajian atas permintaan pinjam pakai tersebut,
terutama menyangkut kelayakan peminjaman Barang Milik Daerah yang diusulkan;
Hasil kajian tersebut dalam huruf b, selanjutnya dlajukan kepada Bupati untuk mendapatkan
persetujuan;

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati memberltahukan kepada pemohon
yang mengajukan permintaan pinjam pakal, disertal alasannya;
Dalam hal Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbltkan surat persetujuan pinjam
pakal Barang Mlllk Daerah, yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan meminjam, jenis dan
besaran Barang Mlllk Daerah yang diplnjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam ^
untuk melakukan pemeliharaan Barang Mlllk Daerahyang diplnjam;
pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang
dengan peminjam, yang antara lain memuat subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu
peminjaman, hak dan kewajiban para plhak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan
pemeliharaan dan menanggung blaya yang timbul selama pinjam pakal dan persyaratan lain yang
dianggap perlu; dan

Setelah berakhlrnya jangka waktu peminjaman, peminjam wajib menyerahkan objek pinjam pakal
kepada Pengelola melalul Pembantu Pengelola yang dituangkan dalam berlta acara serah terlma.

Bagian Keempat

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 4Z

|l) Barang Mlllk Daerah yang dapat dikerjasamakan adalah :
a. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang bernllal dari 5 (lima) milyar

yang sudah diserahkan olch Pengguna Barang kepada Pengelola;
b. sebagian tanah dan/atau bangunanyangmaslh digunakan oleh Pengguna Barang; dan
c. Barang Mlllk Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

|2) Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Mlllk Daerah sebagaimana ayat (1) adalah :
a. Pengelola dibantu oleh Bagian Kerjasama Sekretarlat Daerah dengan persetujuan Bupati, untuk

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaan Pengelola serta selain tanah dan/atau
bangunan yang nllainya diatas 5 (lima) milyar;

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola, untuk :

(a) Sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang yang nllainya sampal dengan 5 (lima) milyar; dan

(b) Barang Mlllk Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang nllainya sampal dengan 5 (lima)

milyar.

j|3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Mlllk Daerahdilaksanakandengan ketentuan sebagai berlkut:
a. TIdak tersedia atau tIdak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi blaya

operaslonal/pemeliharaan/perbalkan yang diperlukan terhadap Barang Mlllk Daerah dimaksud;

b. MItra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalul tender dengan menglkutsertakan sekurang-

kurangnya 5 (lima) peserta/pemlnat dan apabila diumumkan 2 kali, peserta kurang dari 5 (lima)

dapat dllakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung dengan negoslasi balk teknis

maupun harga, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang berslfat khusus (senjata api,

pengembangbiakan/pelestarian satwa langka, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan
llmbah, pendldikan dan sarana olah raga) dapat dllakukan penunjukan langsung; dan

c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap dan pembaglan keuntungan ke
rekening Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan
pembaglan keuntungan hasll kerjasama pemanfaatan.

Blaya pengkajlan, penelltlan, Penllaian dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD.

Blaya yang berkenaan dengan perslapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan

pelaksana/pengawas dibebankan pada plhak ketlga.

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dllarang menjamlnkan atau

menggadaikan Barang Mlllk Daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

(7) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Mlllk Daerah non Infrastruktur paling lama 30 (tiga
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
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8) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah infrastruktur paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

) li>frastruktur sebagaimana dimaksud ayat (8) terdiri atas:
a. Infrastruktur transportasi, meliputi Pelabuhan laut, sungai atau danau, bandarudara, jaringan rel

dan stasiun kereta api;

b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;

c. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan
distribusi dan instalasi pengolahan air minum;

d. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah jaringan pengumpul dan jaringan^
utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;

e. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi.

Pasal 43

[osedur Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pengelola atas

tnahdan/atau bangunan sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pengelola membentuk tim Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah, yang bertugas

melaksanakan proses kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan,

pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian dengan Keputusan Bupati;

b. Sekretariat Tim Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud huruf a berada pada Bagian

Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu;

c. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana

huruf a dibantu oleh Penilai dan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Barang Milik Daerah yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. Penilai sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diketuai oieh

Pembantu Pengelola, bertugas untuk melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah yang

akan dikerjasamakan serta menghitung besaran kontribusi dan pembagian keuntungan;

e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana huruf d, Penilai dapat mellbatkan Penilai Eksternal yang
ditetapkan oleh Bupati;

f. Penilai menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pengelola terkait dengan hasil penelitian

atas tanah dan/atau bangunan, perhitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian hasil
keuntungan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku;

g. Berdasarkan laporan Penilai dimaksud, Bupati menerbitkan surat penetapan nilai tanah dan/atau

bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan;

h. Berdasarkan surat penetapan tersebut, selanjutnya dilakukan proses pemilihan mitra kerjasama
pemanfaatan sesual dengan ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Mitra Kerjasama Barang Milik Daerah;

I. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud huruf h diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi
objekkerjasama, bertugas untuk melakukan proses pemilihan mitra kerjasama;

j. Hasii pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan disampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola untuk ditetapkan;

k. Apabila telah memenuhl persyaratan dan disetujui, Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan
kerjasama pemaanfaatan tanah dan/atau bangunan dimaksud, sekurang-kurangnya memuatobjek
kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, mitra kerjasama
pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

I. Tim kerjasama menyiapkan konsep perjanjian kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan konsep
berita acara serah terima barang Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf k;

iti. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian, antara Bupati dengan
mitra kerjasama pemanfaatan, yang antara lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra
kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban
para pihak, mekanlsme pembayaran, sanksi, serta jangka waktu kerjasama pemanfaatan, dengan
memperhatlkan azas optimalisasi daya guna danhasil guna Barang Milik Daerah, serta peningkatan
penerimaan daerah;
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Tim Kerjasama melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama

pemanfaatan Barang Miiik Daerah;

0. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Miiik Daerah dilakukan seteiah

dievaluasi oleh Pengeloia dengan persetujuan Bupati;

p. Permohonan perpanjangan waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh mitra

kerjasama kepada Bupati paiing lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu

kerjasama pemanfaatan; dan

q. Seteiah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra kerjasama menyerahkan objek

kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari

pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengeloia yang

I dituangkan daiam berita acara serah terima.

Pasal 44

Irosedur Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
'engguna Barangsebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
I Pengguna Barang mengajukan usulan kerja sama pemanfaatan sebagian tanah dan/atau bangunan

kepada Pengeloia metalui Pembantu Pengeloia, dengan dusertai gambar lokasi, luas, dan niiai
peroiehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan, pertlmbangan yang mendasari usulan kerja
sama pemanfaatan, dan jangka waktu kerja sama pemanfaatan;

1 Pembantu Pengeloia melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut
keiayakan kemungkinan kerja sama pemanfaatan Barang Millk Daerah dimaksud;

Daiam rangka perhltungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, Pengeloia

menugaskan Penilai untuk melakukan perhltungan niiai Barang Miiik Daerah yang akan dijadikan

objek kerja sama pemanfaatan, hasil penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian

i keuntungan;
Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Pengguna Barang yang selanjutnya dimohonkan

persetujuan kepada Pengeloia meialui Pembantu Pengeloia;

Berdasarkan permohonan persetujuan tersebut, Pengeloia memutuskan disetujui atau tidaknya

usulan kerja sama pemanfaatan;

Daiam hal inl Pengeloia tidak menyetujui usulan tersebut, Pengeloia memberitahukan kepada

Pengguna Barang disertal dengan alasannya;

Daiam hal Pengeloia menyetujui usulan tersebut, Pengeloia menerbitkan surat persetujuan yang

sekurang-kurangnya memuat bagian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek kerjasama

pemanfaatan, niiai tanah dan/atau bangunan besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil

keuntungan dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

i Berdasarkan persetujuan dari Pengeloia tersebut daiam huruf g, Pengguna Barang melakukan
pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan;

Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil pelaksanaan

pemilihan dimaksud, disertai dengan penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian
kebntungan;

Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan daiam bentuk haskah perjanjian kerja sama

pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan yang sekurang-

kurangnya memuat pihak mitra kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan;

Penyerahan Barang Miiik Daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan dituangkan daiam
berita acara serah terima;

Pengguna Barang menyampaikan iaporan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan kepada Pengeloia
meialui Pembantu Pengeloia;

k Pengguna Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerja sama
I pemanfaatan Barang Millk Daerah tersebut;
n. Perpanjangan jangka waktu kerja sama pemanfaatan Barang Miiik Daerah dilakukan seteiah evaluasi
j oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengeloia;
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Permohonan perpanjangan jangka waktu kerja sama pemanfaatan harus disampaikan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola paling lambat 1 (satu) tahun sebelum

berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan; dan

Setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerja sama

pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola yang dituangkan dalam berita

acara serah terima.

Pasal 45

isedur Kerja sama pemanfaatan atas Barang Mlllk Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang
unakan oleh Pengguna Barangsebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf c adalah sebagal berikut:

Pengguna Barang mengajukan usul kerja sama pemanfaatan kepada Pengelola melalui Pembantu

Pengelola, disertai dengan pertimbangan kerja sama pemanfaatan, nilai perolehan, foto copy
dokumen kepemilikan, kartu identitas barang dan jangka waktu kerja sama pemanfaatan;
Pernbantu Pengelola melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut
kelayakan kemugklnan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
dimaksud;

Berdasarkan kajian dimaksud, Pengeiola memutuskan disetujui atau tidaknya usuian kerja sama
pemanfaatan yang diajukan oleh Pengguna Barang;

Dalam hal Pengelola tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola memberitahukan kepada Pengguna
Barang disertai dengan alasannya;

Dalam hal Pengelola menyetujui usulan tersebut, Pengelola menerbitkan surat persetujuan atas
usulan kerja sama pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat objek kerja sama pemanfaatan,
jangka waktu kerjasama pemanfaatan dan kewajiban kerja sama;
Berdasarkan persetujuan darl Pengelola, Pengguna Barang melakukan pemilihan mitra kerja sama
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Hasll penelltian, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan, disampaikan
kepada Pengguna Baranguntuk mendapatkan penetapan;
Pengguna Barang menetapkan mitra kerja sama pemanfaatan, disertai dengan besaran kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan kerja sama pemanfaatan;

Peiaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama pemanfataan
antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat
objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerjasama pemanfaatan;

Penyerahan Barang Miiik Daerah yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam
beritaacara serah terima;

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dimaksud kepada Pengelola
melalui Pembantu Pengelola, disertai bukti setor kontribusi tetap dan foto copy perjanjian kerja sama
pemanfaatan;

Pengguna Barang dan Pengelola melakukan monitoring, evaluasi dan menatausahakan pelaksanaan
kerja sama pemanfaatan;

Perpanjangan jangka waktu kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan setelah dievaluasi
oleh Pengguna Barang dan disetujui oieh Pengelola;
Permohonan perpanjangan jangka waktu kerja sama pemanfaatan harus disampaikan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola melalui Pembantu Pengeiola paling iambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan; dan
Setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerja sama
pemanfaatan diiengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengguna Barang yang dituangkan daiam
berita acara serah terima.
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Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun SerahGuna
Pasat 46

Bangun Guna Serah dan Bagun Serah Guna atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
pertimbangan:

a. Barang Milik Daerah belumdimanfaatkan;
b. untuk mengoptomalisasikan Barang Milik Daerah;
c. dalam rangka efesiensi dan efektifitas;
d. dapat menambah/meningkatkan PAD; dan
e. dapat menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan.
Pelaksana Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna adalah Pengelola dengan Persetujuan Bupati.

Pasat 47

'elaksanaan Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah atas Barang Milik Daerah diiaksanakan dengan
j itentuan sebagal berikut:

gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah sesual
dengan tugas dan fungsi;
Pemerintah Daerah memiliki tanah yangbelumdimanfaatkan;
dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak membebani APBD;

I mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus mempunyai kemampuan keuangan dan
keahlian;

objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna berupa sertifikat tanah Hak Pakai (HP) dan/atau
Hak Pengelolaan (HPL) miiik Pemerintah Daerah, tidak boleh dijaminkan, digadaikan dan
dipindahtangankan;

plhak ketiga akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pakai (HP) dan/atau Hak
Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Daerah selama masa perjanjian;
hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pakai (HP) dan/atau Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah
Daerah dapat dijadikan Jaminan, diagunkan dengan dibebani hak tanggungan dan hak tanggungan
dimaksud akan dihapus dengan habisnya Hak Guna Bangunan (HGB);
iiin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Daerah;

objek pemeliharaan meliputi tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya;
i), mitra kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna membayar kontribusi ke Kas Daerah

setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
selama masa pengoperasian, tanahdan/atau bangunan tetap milik Pemerintah Daerah;
penggunaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kota (RTRW/K);

In. jangka waktu penggunausahaan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
n. biaya penelitian, pengkajian, Peniiai dan pengumuman lelang, dibebankan pada APBD; dan
0. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan

pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihakketiga.

I Pasal 48

Pfosedur Kegiatan Bangun GunaSerah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan sebagai berikut;
3. Pengelola dibantu Bappeda melaksanakan kajian teknis/Feasibility Study tentang Kelayakan Rencana

Pembangunan;

b. Feasibility Study sebagaimana dimaksud, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Detail
Engineering Design oleh SKPD terkait;

c Berdasarkan penelitian dan pengkajian tersebut sebagimana huruf a dan huruf b, Pengelola
mangajukan Persetujuan kepada Bupati untuk pelaksanaan rencana penggunausahaan Barang Milik
Daerahdengan cara Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

d. Apabila Bupati menyetujul, Pengelola membentuk Panitia Penggunausahaan dengan Sekretariat pada
Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah;

e. Panitia Penggunausahaan sebagaimana dimaksud huruf d, dibantu oleh Panitia Tender/Lelang
pemllihan mitra dan peniiai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
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panitia tender/lelang sebagalmana dimaksud huruf c diketuai oleh Kepala SKPD yang membidangi
obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna memiliki tugas sebagai berikut:
a. Menerima dan meneliti secara administratif permohonan yang diajukan oleh pemohon;
b. Meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan pemohon yang berkaitan

dengan jenis usaha, masa pengeioiaan, besarnya kontribusi dan hai-hai lain yang dianggap periu
sesua! bentuk pemanfaatannya bersama-sama dengan pihak pemohon;

t. Meiakukan peneiitian iapangan;

d. Membuat berlta acara hasii peneiitian;

e. Memberikan dan menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati; dan ^
f. Menyiapkan surat Penetapan Mltra Penggunausahaan.
Permohonan pengunausahaan ditujukan kepada panitia tender/lelang dengan diiengkapi data-data
sebagai berikut:
a. Akte pendirian usaha;

b. Memiliki SiUP sesuai bidangnya;

t Memiiiki pengaiaman kegiatan usahasesuai bidangnya;
^d. Mengajukan proposal;

e. Memiliki keahlian dibidangnya;

f. Memiliki modal kerja yang cukup;

g. Data teknis antara lain :tanah, bangunan, rencana pembangunan gedung, dan Iain-Iain; dan
ĥ. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
Penetapan Mitra kerjasama penggunausahaan dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut
sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/peminat, apabila diumumkan 2 kali berturut-turut peminatnya
kurang dari 5, dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi
balk teknis maupun harga;

Penilai sebagaimana dimaksud huruf e, diketuai oleh pembantu Pengelola Barang;
jf Dalam menghitung besaran kontribusi Bangun Guna Serah Penilai harus memperhatikan:

a. Nilai tanah milik Pemerlntah Daerah sebagai obyek Bangun Guna Serah ditetapkan dengan mencari
nilai NJOP dan Harga Pasaran Umum setempat;

b. Apabila pemanfaatan tanah tidak merubah status penggunaan/pemanfaatan (fungsi), dimana pola
bangun guna serah dilakukan pembangunannya dibawah permukaan tanah, maka nilai tanahnya
diperhitungkan separuh / 50% (lima puluh perseratus) dari niiai sebagaimana dimaksud huruf a;

c. Peruntukan bangun guna serah untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan
perekonomian/perdagangan;

d. Besaran nilai Investasi yang diperiukan/dlsediakan pihak ketiga; dan

e. Dampakterhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.
i Hasil pelaksanaan pemiiihan mitra penggunausahaan disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola

untuk ditetapkan;

i Apabiia telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Bupati menerbitkan keputusan peiaksanaan
penggunausahaan dimaksud, sekurang-kurangnya memuat objek yang digunausakan, besaran
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, mitra yang dipilih, dan jangka waktu penggunausahaan;

k Panitia penggunausahaan menyiapkan konsep perjanjian serta menyiapkan konsep berita acara serah
terima barang berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud huruf k;

Pelaksanaan penggunausahaan dituangkan dalam naskah perjanjian, antara Bupati dengan mitra

penggunausahaan, yang antara lain memuatobjek penggunausahaan, mitra penggunausahaan, besaran
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran,

sanksi, serta jangka waktu penggunausahaan, dengan memperhatikan azas optimaiisasi daya guna dan
hasil guna Barang Mlllk Daerah, serta peningkatan penerimaan daerah;

'aTim Penggunausahaan meiakukan • monitoring, evaiuasi, dan penatausahaan pelaksanaan
I penggunausahaan Barang Milik Daerah;
p. Perpanjangan jangka waktu Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilakukan setelah dievaluasi oleh
I Pengelola dengan persetujuan Bupati;
jq. Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh mitra kerja

sama kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu keja sama
pemanfaatan; dan
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Ktelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna terlebih
dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum ditetapkan
penggunaannya lebih lanjut;

I setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan, mitra kerjasama menyerahkan objek kerja
sama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerja
sama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola yang dituangkan dalam
berita acara serah terima. Penyerahan kembali bangunan/gedung beserta fasilitas kepada Pemerintah

I Daferah yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa pengoperasian yang dijanjikan berakhir dan
dituangkan daiam bentuk berita acara.

BAB VIII

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 49

PI Bukti kepemiiikan Barang Miiik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
i) Penyimpanan bukti kepemiiikan Barang Miiik Daerah tanah dan/atau bangunan diiakukan oleh

Pembantu Pengelola Barang.
Penyimpanan bukti kepemiiikan Kendaraan Dinas diiakukan oleh Pembantu Pengelola.

I) Penyimpanan bukti kepemiiikan Barang Miiik Daerah seiain ayat (2) dan ayat (3), diiakukan oleh
Pengguna barang.

Pasal 50

|l) Pengamanan Barang Miiik daerah dilaksanakan oleh Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan
Bupati tentang Pengguna BarangMiiik Daerah.

p Pengamanan Barang Miiik Daerah dilaksanakan dengan langkah-iangkah:
Pengamanan admistratif meiiputi:
1. Pencatatan oleh Pengguna Barang dan dilaporkan kepada Pengelola melaiui Pembantu

Pengelola;

Pemasangan label oleh Pengguna Barang, dan pengadaan label dimaksud dilaksanakan oleh
pembantu Pengelola;

Penyeiesaian bukti kepemiiikan Barang Miiik Daerah atas tanah dan/atau bangunan oleh
Pengguna Barang;

Penyeiesaian bukti kepemiiikan Barang Miiik Daerah seiain tanah dan/atau bangunan oleh
Pengguna Barang; dan

Bukti Kepemiiikan tanah dan/atau bangunan dan kendaraan dinas wajib diserahkan kepada
Pembantu Pengelolauntuk disimpan.

b. Pengamanan fisik meiiputi:
1. Barang Miiik Daerah atas tanah dan/atau bangunan:

(a) Pemagaran diiakukan oleh Pengguana Barang terhadap tanah dan/atau bangunan yang
dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD;
dan

(b) Pemasangan papan tanda kepemiiikan diiakukan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah
dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

2. Barang Miiik Daerah seiain tanah dan/atau bangunan :
(a) Pemanfaatan sesuai tujuan;
(b) Penggudangan/Penyimpanan; dan

(c) Pemasangan tanda kepemiiikan (labeling).
c. Tindakan hukum meiiputi;

1. Musyawarah untuk mencapai penyeiesaian atas Barang Miiik Daerah yang bermasalah
dengan pihak lain pada tahap awal diiakukan oleh Pengguna Barang dan pada tahap
selanjutnya oleh Pembantu Pengelola;

' 2. Upaya pengadilan perdata maupun pidana dengan dikoordinasi oleh bagian hukum; dan

2.

5.
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. 3. Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan
secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Bagian

I Hukum, Pembantu Pengelola, Pengguna Barang dan SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pemellharaan

Pasal 51

|1) Pemellharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian, tanpa merubah, ^
t menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehlngga dapat dicapai pendayagunaan
I barang yang memenuhl persyaratan.
|2) Barang yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris.
j

i
Pasal 52

I Setlap SKPD dlwajibkan untuk menyusun rencana pemellharaan barang yang merupakan rangkaian
tindakan atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang inventaris yang memuat
ketentuan mengenai:

a. Macam/jenis barang;

b. Jenis pekerjaan;

c. Banyaknya atau volume pekerjaan;

d. Perklraan biaya; dan

e. Waktu dan pelaksanaan.

I Rencana pemellharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat(l) menjadi bahan dalam menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

I) Rencana pemellharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola
! melalui Pembantu Pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman selama tahun anggaran berjalan.
[1) Pengguna wajib melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang yang bernilal diatas
I 5% dari Harga Perolehan kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

Pasal 53

1) Pelaksanaan pemellharaan Barang MIlik daerah dilaksanakan oleh Pembantu Pengelola, Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang sesual dengan daftar Kebutuhan Pemellharaan Barang Milik

1 Daerah (DKPBMD) yang ada dl masing-masing SKPD.
jl) Pelaksanaan pemeliharan Barang Milik Daerah yang berada dalam masa kerjasama pemanfaatan

dengan pihak lain menjadi tanggung Jawab pihak lain tersebut.
Pelaksanaan Pemellharaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan surat Perlntah Kerja/Surat
PerJanJIan/Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Barang.
Pengguna waJIb melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan/pemeliharaan barang yang bernilal diatas
5% dari Harga Perolehan kepada pengelola melalui Pembantu Pengelola.

BAB IX

PENILAIAN

Pasal 54

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka :
a. Pengamanan, Pencatatan, Inventarisasi dan penyusunan neraca Pemerintah Daerah; dan
b. .Pemanfaatan dan Barang Milik Daerah.

Penilaian Barang Milik Daerah berpedoman pada Standar AkuntansI Pemerintah (SAP)/KebiJakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Keglatan penilaian Barang Milik Daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh
kepemilikan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah.
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Pasal 55

(laltsanaan penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pengamanan, pencatatan, inventarisasl
penyusunan neraca Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a dengan

tetentuan:

a. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh penliai yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan dapat meiibatkan iembaga independen bersertifikasi dibidang penilaian
aset;

b. Lembaga independen sebagaimana dimaksud huruf a dadalah perusahaan penilai yang memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ^
Penilaian Barang Milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan penilaian
terendah menggunakan Nilai Jual Objek (NJOP) sehingga diperoleh nailal wajar;
Penilaian Barang Milik daerah selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai perolehan
dan/atau harga pasaran umum dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondldi fislk Barang
Milik Daerah dimaksud;

Penilaian Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh lembaga independen dilakukan dengan
pendekatan salah satu atau perpaduan dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitallsasi
pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian yang diakui pemerintah;
Apabila harga barang pembelian, pembuatan atau harga barang yang diterima dari
sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, maka dapat dilakukan penilaian oleh penilai Barang
Milik Daerah dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama;
Penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda bercorak kebudayaan, dapat
meiibatkan tenaga ahli dibidang tersebut; dan

Barang Milik Daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak
perlu dicantumkan dalam daftar nilai di neraca.

Pasal 56

1(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 54 dengan memperhitungkan nilai
penyusutan Barang Milik Daerah.

[(2) Metode Penyusutan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengguanakan Metode Garis Lurus dan
Penentuan nilai Penyusutan pertahun berpedoman pada masa manfaat Barang Milik Daerah yng
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

jPelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) huruf b dengan ketentuan :

a. pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh
Bupati dan dapat meiibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Bupati; dan

b. penilaian sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan

estimasi terendah menggunakan NJOP.

BABX

PEN6HAPUSAN

, Pasal 58

Pengahapusan barang Milik Daerah meliputi:

a. Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 59

111 Penghapusanbarang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut:
a. rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;

b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle);

c. terkena planologi kota;

d. kebutuhan organlsasi karena perkembangan tugas;

e. penyatuan lokasi dalam rangka efesiensi dan memudahkan koordlnasi; dan

f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pertahanan Keamanan.
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toghapusan barang bergarak bardasarkan partimbaagaa/alasan-alasan sabagai bariku.:
^ aapa. P^uaakaa ,ag, ka.aa ,usak daa «dak akoao.,3 b«a

diperbaiki;

secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
telah melampaui batas waktu kegunaaannya/kedaluwarsa;
karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; dan
sellslh kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaaa/ausut
penyimpanan/pengangkutan.

b Pertimbangan ekonomis, antara lain : i
(a) untukoptimallsaslBarangMilikDaerahyangberlcbih;
(b) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apab.la dihapus. karena y

operasionai dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang d.peroleh.
t. Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan :

(a) kesaiahan atau kelalaian Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang;
(b) diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang;
(c) mati, bagi tanaman atau hewan/ternak; dan
(d) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga {force majeure).

Pasal 60

Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan
dan selL tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima m.lyar rupiah)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

J) penghapusan Barang Milik Daerah seiain tanah dan/atau bangunan sampa. dengan Rp.
5000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bup .

Pasal 61

les Penghapusan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagal berikut:
Pengguna melaporkat, Barang Milik Daerah yang rnsak, hilang, mati (bagi hevyan
bariebih dan tidak efesicn iagi untuk kcpentingan Dinas kepada Bupati meiaiui Penge g
dilaksanakan penghapusan;

uporan sebagaimana dimaksud huruf amenyebutkan nama, (umlah barang, iokasi, nomor kode
barang, nilai barang dan lain-iain yang diperlukan;
Bupati membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personiinya lerdin
SKPD tGfksit*

tugas Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud huruf cadaiah meneliti barang yang rusak,
dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeiiharaan/perbaikan maupundata lainnya yang dipandangperluberdasarkanlaporan Pengguna Barang;

\i Hasil penelitian sebagaimana dimaksud huruf ddituangkan dalam bentuk Benta Acara hasil penelitia
^nSrm"engajukpn permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana PbhShaPUSan
batang dimaksud dari daftar barang pengguna berdasarkan berita acara hasil penelitian Panitia

2h mendapat persetujuan Bupati, seianjutnya pengelola menetapkan penghapusan Barang Milik
Daerah dari daftar pengguna sekaliguscarapemindahtanganan; , „ n«r,h.

Apabiia diperoleh pendapatan dari proses pemindahtanganan maka harus disetorkan di Kas Daerah,

Srtelah dilaksanakan pemindahtanganan Bupati menetapkan penghapusan Barang Milik Daerah dari
daftar BarangMilik Daerah.

(b)

(c)

(d)
(e)
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Pasal 62

Penghapusan gcdung Milik Daerah yang harus segera dibangun kembali (rehap total) sesual dengan
paruntukan semula aorta yang sifatnya mondosak dan/atau membahayakan. ponghapuaannya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran
terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.

) Alasan-alaaan pembongkaran bangijnan gedung dimakaud pada ayat (2) adalah aebagal berlkut •
a. Rusak borat yang diaobabkan oloh kondiai konatrukal bangunan gedung aangat membahayakan

jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan tersebut;
bRusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bum!, banjir, angin topan/

kebakaran danyang sejenis; dan
c. Mendesak untuk dibangun kembali guna kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas dan

bangunan pengganti sudah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 63IPenghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik
Daerah dimaksud: ®

a. TOek depat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat diplndahtangankan; dan
b. Aiasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh pengguna barang dengan Surat
Keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
Pelaksanaan pernusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan daiam Berlta Acara dan
dilaporkan pada Pengelola melalui Pembantu Pengelola.

BAB XI

PEMINDAHTAIMGANAN

Bagian Pertama

Bentuk-bentuk Pemindahtanganan
Pasal 64

penjualan;

1 tukar menukar;
hibah; dan

i penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 65IPemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
k. Selain tanah dan/atau bangunan yang bemiiai iebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miiyar ruplah)
Pernindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, apabila :
a. sudah tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk pembangunan pengganti sudah disediakan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d. diperuntukkan untuk kepentingan umum; dan
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Psmirrdehtarganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Pasal 66

1) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adaiah kendaraan perorangan dinas yang digunakan
' Bupati danWakil Bupati.
^Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adaiah kendaraan yang sudah dipergunakan seiama S

tahun atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 67 j
Kelengkapan administrasi penjualan kendaraan perorangan dinas adaiah sebagai berikut:
a. lampiran keputusan pengangkatan pertama sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati;
b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10

(sepuluh) tahun;
c. berlta acara hasil penelitian/pemeriksaan panitia penjualan;
d. harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut:

1. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5sampai dengan 7tahun, harga jualnya
adaiah 40 %(empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku; dan

2. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8tahun atau lebih, harga jualnya 20 %(dua
puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Bupati menetapkan Keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan Lampiran Keputusan
yang memuat antara lain:

a. nama dan jabatan pembeli;
b. data mengenai kendaraan;
c. biaya perbaikan seiama 1(satu) tahun terakhir;
d. harga jual sesual dengan peraturan perundang-undangan;
e. harga yangditetapkan;dan
f. jumlah harga yang harus dibayar.
Setelah penetapan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. mcnbuat Surat Perjaojian Sewa Boil Kendaraan Perorangan Dinas yang ditandatangani oieh
Pengelola Barang atas nama Bupati;

b. apablla ada biaya perbaikan seiama 1(satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya
dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeii scbelum surat perjanjian ditandatangani-

c Surat perjanjian sewa bell berisi; '

1. besaran ciciian buianan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah
dilunasi paling lambat dalam waktu 5(lima) tahun;

2. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1(satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan
tersebut dapat dilaksanakan;

3. seiama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang
inventaris milik pemerintah daerah.

f dipergunakan untuk kepentlngan dinas, maka untuk biaya oildan BBM dapat disediakan pemerintah daerah sepanjang memungkinkan;

^ merupakan penerimaanPemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;

' TOnwaXT-""'PPKoranePP dinas diiunasi, maka dikeiuarkan Keputusan Bupati yang

2. menghapuskan kendaraan perorangan dinas dari buku Inventaris Pemerintah Daerah
g. berdasarkan Keputusan Bupati dimaksud pada huruf (f) di atas, pejabat pembeli kendaraan

LTeku®da"n *="6
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h. Bupati dan Wakil Bupati dapat diberikan hak untuk membcli lagi kendaraan perorangan dinas
setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembetian kendaraan perorangan dInas yang
pertama.

Baglan Ketiga

Penjualan Kendaraan DInas Operaslonal

Pasal 68

Kendaraan dinas operaslonal yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Mllik Daerah adalah
kendaraan dinas operaslonal yang telah berumur 5(lima) tahun lebih. ,
Penghapusan kendaraan dinas operaslonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap
memperhatikan kelancaran peiaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
Kendaraan dinas operaslonal yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Jenis sedan, jeep,station wagon, minibus dan pick up;
b. Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua); dan
c. Jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran,

bus, mikrobus, truck, alat-alat besar, dan kendaraan diatas air.
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat mengajukan usul penghapusan kendaraan dinas
operasional yang teiah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola.
Bupati membentuk dan menetapkan Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional.
Panitia Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional bertugas melakukan penelitian dari segi
administratif/pemilikan kendaraan, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas,
efesiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, dan hal-hal lain yang diperlukan.
Hasii penelitian Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk
Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Apabiia memenuhi persyaratan, Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan kendaraan
dinas opersional.

Pasal 69

Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Miiik Daerah dapat
dijual melalui pelelangan umumdan/atau pelelangan terbatas.
Pelelangan umum dilaksanakan melalui kantor lelang negara.
Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

IYang dapat mengikuti pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu
pejabat/pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas
pejabat/pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan
dan/atau pejabat/pegawai yang lebih senior dan Ketua dan/atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun,

IDalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat
mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

IKendaraan dinas operasional yang dapat diiakukan penjualan/pelelangan terbatas berupa jenis sedan,
jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2(dua).
Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakara, ambulance, truck, alat-alat
berat, disb), penjualan/pelelangannya diiakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
Hasil penjualan/pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Penjualan Rumah Dinas

Pasal 70

Rumah dinas miiik daerah dibedakan dalam 3(tiga) golongan yakni:
a. Rumah daerah golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh

pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal
dirumah tersebut (rumah jabatan);
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b. Rumah daerah golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh diplndahtangankan dari
satu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang
bersangkutan (rumah instansi);

t. Rumah daerah golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah mIlik daerah yang
disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan

, golongan II tersebut diatas.

Rumah daerah golongan III milik daerah dapat dijual/disewa-bellkan kepada pegawai.
a. Rumah daerah yang dapat dijual/disewa-belikan kepada pegawai, hanya rumah daerah golongan III

dan rumah daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan 111^
yang permanen, semi permanen, dan darurat, yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
Penentuan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Rumah dinas milik daerah yang tidak dapat dijual yaitu :
1. Rumah Daerah Golongan I;
2. Rumah Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Daerah Golongan III;
3. Rumah Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;
4. Rumah Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun.

c. Yang berhak membeli Rumah Daerah Golongan III.
1. Pegawai Negeri

a) Mempunyal masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b) Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
c) Surat IJIn Penghunian ditandatangani oleh pengelola atas nama Kepala Daerah;
d) Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah

berdasarkan Perundang-perundangan.
2. Penslunan Pegawai Negeri:

a) Menerima penslunan dari Negara/Pemerintah;
b) Memiliki surat Ijin Penghunian (SIP);
c) Belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah

berdasarkan Perundang-perundangan,
3. Janda/Duda Pegawai Negeri:

a) Masih menerima tunjangan pensiun dari Negara/Pemerintah, adalah :
- Almarhum suami/isterinya sekurang-kurangnya mempunyal masa kerja 10 (sepuluh)

tahun pada Pemerintah, atau
Masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang
ersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekrang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun

b) Memiliki Surat Ijin Penghunian.
c) Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun

memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Perundang-perundangan.
4. Janda/Duda Pahlawan yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan

ketentuan peraturan Perundang-undangan:
a. Masih menerima tunjangan pensiunan dari pemerintah.
b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
c. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun

memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Perundang-perundangan.
5. Pejabat Negara/Daerah atau janda/duda Pejabat Negara/Daerah :

a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP).
c. Almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun

memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan Perundang-perundangan.
6. Apabila penghuni rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada angka (1) .s/d (5)

menlnggal dunia, maka pengajuan permohonan pengallhan hak/membeli atas rumah dimaksud
dapat diajukan oleh anak yang sah dari penghuni yang bersangkutan.
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Pn) Pengalihan hak atas Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud angka (1) s/d (6) avat 2
lersebut diatas dilakukan dengan cara SewaBell.
Taksiran harga Rumah Daerah Golongan 111 berpedoman pada nilai biaya yang digunakan untuk
pembangunan rumah yang bersangkutan pada waktu penakslran dikurangi penyusutan menurut
umur bangunan/rumah:

|1) 2%setiap tahun untuk permanen;
|2) 4 setiap tahun untuk semi permanen; dan
|3) 10%setiap tahun untukdarurat.

1 ""V-'-tan 80 %atau nifal alsa banguna„/n,„ah ,
Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50 %(lima puluh persen) dari harga taksiran dan
penilaian yang dilakukan panitia.
Pembayaran harga rumah dilaksanakan secara angsuran/cicilan, yakni:

harus dibayar penuh pada saat perjanjian sewa bell ditandatangani.

i rT''" =l"dl«=nakan paline rama 5(lima) tahun.flPermohonan membeli Rumah Daerah Golongan III
Nualan Rumah Daerah Golongan III tldak dapat diproset sehelum adanya Peraturan Daerah yana

|«ngatur penjualan rumah daerah golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah. uaeran tentang

tori van?mrh" "'V" """"" PP'hiPfPnan darl Pegawal
ItokluZatl^dla™

nteteporkankep^adaC^aDTraK"^" Pembelian Rumah Daerah Golongan III dan secara periodik
Ltlla'prnTat''' P-akair dan
- Susunan Panltia Penaksir dan Panitia Penllal mellbatkan unture teknla terkait

|2) Tugas Panitia Penaksir adalah meneliti dari segi antara lain :
Pembangunan dan pemillkan rumah dan/atau tanahnya;

• Keadaan fisik rumah;
• Perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
- Ijin penghunian;

• de~ rum,h pemedntah
• Menaksir harga rumah dan ganti rugl atas tanahnya disesualkan dengan keadaan pada saat

penabiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas blaya pemerlntah daerah

,r rr:i~" ~
' Lain-lain yang dipandang perlu.

Hasll penelltlan penakslran tersebut dituangkan dalam bentuk Berlta Acara basil penakslran
Tugas Panitia Penllal adalah untuk menllall hasi, Penakslran Panitia Penaksir terL~s
Hasil penilaian Panitia Penilai dituangkan dalam bentuk Berlta Acara
Apablla hasll penakslran Panitia Penaksir dan hasll penilaian Panitia Penllal tldak sama (tldak

tsputu^an KetrD^emh -"an harga taksiran tersebut adalah Pengelola.
Otngan telah terpenuhlnya semua persyaratan yang diperlukan yaltu •
.. Berlta Acara hasll penakslran Panitia Penaksir dan Berlta Acara hasll penilaian Panitia Penllal-
t, Persyaratan-persyaratan adminlstrasi dan pejabat/pegawal pembeli.
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Selanjutnya penjualan rumah Daerah Golongan IN dan/atau ganti rugl atas tanah bangunannya,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam Keputusan penjualan rumah Daerah Golongan III harus dengan tegas menetapkan
penjualan rumah daerah Golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau
tanahnya saja, kepada maslng-masing pegawai, dengan mencantumkan pula jabatannya.

Selain itu harus pula dltegaskan Pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Bell.

Surat Perjanjian Sewa Bell.

Setelah dikeluarkan Kepuutusan Kepala Daerah tentang penjualan rumah golongan III, dibuat Surat

Perjanjian Sewa Beli rumah dan anti rugl atas tanahnya yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau^
pejabat yang ditunjuk sebagai Plhak ke I dan masing-masing pegawal/pembeli sebagai pihak ke II.

Sebelum Surat Perjanjian ditandatangani, pembeli harus melunasi minimum 5 % dari harga jual rumah
beserta tanahnya yang telah ditetapkan dan disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap
sisa harga yang belum dilunasi.

Waktu pelunasan seluruh harga jualnya dilaksanakan palling lama 5 (lima) tahun.
Apabila dilunasi dalamwaktu yanglebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan Hak.
Selain Itu dalam Surat Perjanjian tersebut harus dicantumkan pula persyaratan lainnya yang
dipandang perlu mengenai sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran
atasketentuan yang berlaku.

Pelepasan Hakdan Penghapusan dari BukuInventaris.

Setelah pegawai yang bersangktan melunasi harga rumah dan/atau gantI rugl atas tanah, maka Kepala
Daerah menetapkan Keputusan tentang;
a. Pelepasan hak Pemerlntah Daerah atas rumah dan/atau tanah bangunannya yang telah dijual

kepada pembeli.

b. Menetapkan penghapusan rumah dan/atau tanh bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik
Pemerlntah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tersebut diatas, maka atas hak/sertlflkat atas tanah
bangunan dapat dimohon oleh pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan sesuatu hak pada
InstansI Pertanahan setempat.

Baglan Kellma

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 71

IProses Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan dengan membentuk Panitia
Penilal yang ditetapkan oleh BupatI dan memlliki tugas-tugas sebagai berikut:
a.' Meneliti buktl penguasaan atas tanah dan/atau bangunan objek pelepasan;
b. Meneliti kenyataan lokasi dan keadaan llngkungan tanah dan/atau bangunan tanah tersebut,

dihubungkan dengan rencana pelepasan hak atas tanah ditlnjau dari segi soslal, ekonomi, budaya
dan kepentlngan Pemerlntah Daerah yang bersangkutan;

c. Menaksir besarnya nilal atas tanah dan/atau bangunan tersebut dengan berpedoman pada harga
dasar/umum/NJOP tanah yang berlaku setempat;

d. Meneliti bonafiditas dan loyalitas calon plhak lain dan memberlkan saran-saran kepada Bupati
serta melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu.

Hasil penelitlan Penllai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara
dan dilaporkan kepada Bupati.
Pembantu Pengelola menyiapkan surat permohonan Bupati kepada DPRD untuk mengajukan
permohonan persetujuan atas rencana pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara
gantI rugl atau cara tukar menukar (rullslag/tukar guling) dengan melamplrkan Berita Acara Hasll
Penllalan Panltia Penilal.

Berdasarkan persetujuan DPRD sebagalman dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan Keputusan
Bupati tentang pelepasan hak atas tanah dengan gantI rugl atau tukar menukar.
Pada lamplran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat data atas tanah
dan/atau bangunan yaknl: letak/alamat, luas dan tahun perolehan, nama dan alamat pihak lain dan
besarnya nilai ganti rugl atau nilal tukar menukar tanah dan/atau bangunan tersebut.
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Pasal 72

|l) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan
pelelangan/tender dan apabila peminatnya hanya satu dilakukan dengan penunjukan iangsung dan

I dilakukan negoslasi harga yang dituangkan dalam Berita Acara.
Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara pembayaran ganti rugi harus dilengkapl
dengan Surat Pernyataan dari Pihak lain mengenai kesediaan menerima pelepasan tanah dan/atau
bangunan tersebut dengan pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 73 /

|) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar dilakukan Iangsung dengan
Pihak lain (tidak dilakukan pelelangan/tender) dan dilakukan negoslasi harga yang dituangkan dalam
Berita Acara.

Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruislag) dimaksud harus
diatur dalamSurat Perjanjian Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain.

|) Dalam Surat Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dicantumkan secara jelas
mengenai data tanah dan/atau bangunan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan mengenai
sanksi dan ketentuan lainyang dipandang perlu.

Baglan Keenam

Penjualan Barang MIlik Daerahselaln Kendaraan Percrangan DInas atau

Kendaraan Dinas Operaslonal

Pasal 74

Ij Barang Milik Daerah selain Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaslonal yang
dapat dihapus adalah Barang yang dalam kondisi telah rusak/rusak berat/tidak dapat digunakan lag!.

!| Subjek pelaksanaan Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana ayat (1) adalah sebagal berikut:
a. Pengelola untuk Penjualan Barang Milik Daerah selaln kendaraan perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Operaslonal yang nilainya diatas 20(dua puluh) juta; dan
b. Pengguna Barang untuk Penjualan Barang Milik Daerah selain kendaraan Perorangan Dinas atau
' Kendaraan Dinas Operaslonal yang nilainya s/d 20 (dua puluh) juta.

Dalam pelaksanaan penjualan sebagaimana disebut ayat (2), Pengelola atau pengguna membentuk
Panitia/Tim Penjualan.

|l) Hasil Penjualan disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Tukar Menukar

Pasal 75

^liilarmenukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pengelola mengajukan usul tukar menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
Bupati melalui Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji
alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk
menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
Pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.

Bagian Kedelapan

Hibah

I Pasal 76
:|lj Hibah Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan,

kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintah.
||2) Barang Milik Daerah yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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a. bukan merupakan barangrahasianegara/daerah;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajathidup orang banyak; dan
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara/daerah.

|) Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola
yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam
dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

[4) Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengguna Barang setelah
mendapat persetujuan oleh Pengelola Barang.

|S) Bupati menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan
sesuai batas kewenangan.

{() Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilal sampal dengan Rp.
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Bupati tanpa persetujuan DPRD.

Pasal 77

isedur pelaksanaan hibah dilaksanakan sebagai berikut:

Pengelola mengajukan usul hibah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertal dengan

penjeiasan serta kelengkapan data;

Bupati membentuk panitia untuk meneliti rencana pelaksanaan hibah dengan memperhatikan
kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penuyelenggaraan pemerintahan;

apabila Bupati menyetujui atas usul hibah tersebut, maka Bupati mengajukan permohonan kepada
DPRD untuk pelaksanaan hibah tanah dan/atau bangunan tersebut;

setelah mendapat persetujuan DPRD, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan penghapusan tanah
1 dan/atau bangunan dan dituangkan dalam berita acara hibah;
|t Pengguna Barang mengajukan usul hibah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui

Pengelola disertai dengan penjeiasan serta kelengkapan data;
I setelah mendapat persetujuan Bupati ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh
I Pengelola atas nama Bupati; dan

iJ. Pengguna Barang melaksanakan serah terima hibah yang dituangkan dalam berita acara serah
terima.

\ Bagian Kesembilan

; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

' Pasal 78
|1) Prosedur pelaksanaan penyertaan modal daerah atas tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan
kepada Bupati disertaialasan pertimbangan serta kelengkapan data;

b. Bupati membentuk Panitia untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan oleh Pengelola;
c. Apabila Bupati menyetujui atas rencana penyertaan modal tersebut, selanjutnya Bupati

mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk menghapus/memindahtangankan
Barang Milik Daerah tersebut yangakan dijadikan sebagai penyertaan modal;

d. Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan penghapusan terhadap Barang Milik
Daerah yang menjadi penyertaan modal, kemudian Pengelola menyiapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk
ditetapkan;

e. Setelah Peraturan Daerah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan berita
acara serah terima kepada pihaklain selaku mitra penyertaan modal daerah; dan

f. Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Prosedur penyertaan modal selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usul kepada Bupati melalui Pengeiola disertai alasan pertimbangan
dan kelengkapan data dan hasil kajian dari SKPD Pengguna Barang;
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b. Pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, Pengelola dapat

mempertimbabangkan untuk menyetujui usul penyertaan modal;

c. hasil penelitian dan kajian disampaikan kepada Bupati dan apabila Bupati menyetujui, selanjutnya

Pengelola Barang menylapkan rancangan Peraturan Daerah dan disampaikan kepada DPRD; dan

d. setelah Perturan Daerah ditetapkan, Pengguna Barang melakukan penyerahan barang kepada
pihak lain dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

BAB XII

PEN6AWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 79 '
Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati.
Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak
lanjut hasil pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah.

jj) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati
dibantu oleh Kepala Bagian Umum/Bagian Periengkapan/unit kerja pengelolaan barang.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 80

||1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, disediakan biaya operasional yang
dibebankan pada APBD.

||2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan
pendapatan dan penerimaan daerah, dapat diberikan tunjangan/insentif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

|(3) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan
insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah.

BAB XIV

Tuntutan GantI Rugi Barang MilikDaerah

Pasal 81

^(1) Tuntutan ganti rugi dilakukan apabila terjadi kerugian daerah yang diketahui oleh Bupati melalui
laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat pengawasan maupun laporan
Kepala SKPD yang membawahi pejabat/pegawai, Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang yang
bersangkutan.

I(2) Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Pasal 82

||1) Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Jj(2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
Sekretaris Daerah, selaku Ketua;
Inspektur, selaku Wakil Ketua Satu merangkap Anggota;
Asisten Administrasi Setda selaku Wakil Ketua Dua merangkap Anggota;
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Sekretaris;
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
Kepala Bagian Hukum Setda,selaku Anggota.

1(3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh
diwakllkan, dan jumlah keanggotaan Majelis dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah
anggota harus ganjil dan paling banyak berjumlah 9 (Sembilan) orang.

(4) Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi adalah :
a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis serta mengevaiuasi kasus tuntunan ganti rugi

yang di terima;
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b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian tuntunan ganti rugi;
c. Memberikan saran/pertimbangan tuntunan ganti rug! kepada Bupati atas setiap kasus yang

menyangkut tuntunan ganti rugi; dan
d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara

periodik kepada Menteri Dalam Negeri meialui Direktur Jendera! Bina Admistrasi Keuangan
Daerah.

Anggota Majeiis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan
I sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Sekretariat Majeiis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan^
Daerah, sedangkan penetapan/penunjukan Majeiis Pertimbangan serta tata kerjanya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

•> Pasal 83

I) Tuntutan Ganti Rugi Barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan
• I Pegawai Daerah yang meiakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban

t atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status

I jabatannya, sehingga karena perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi daerah.
|!) Tuntutan ganti rugi barang tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan, akan tetapi harus
I didasarkan pada kenyataan yang sebcnarnya dan dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu
I Keputusan Pengadiian Negeri.
jp) Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian yang diderita oieh daerah dan

sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya damai.

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai tidak berhasil, proses

tuntutan ganti rugi barang diiakukan sebagai bcrikut:

a. Majeiis Tuntutan Ganti Rugi mengumpuikan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian dan

menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya diderita oieh Daerah;

b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada Bupati dan Bupati
mengeluarkan surat pemberitahuan tertuiis kepada pihak yang akan dituntut dengan

menyebutkan:

1).jumlah kerugian yang diderita oieh daerah yang harus diganti;

2). sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan

3). tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri terhitung dari tanggal
diterimanya surat pemberitahuan oieh pegawai yang bersangkutan.

t apabila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau diajukan pembelaan diri
akan tetapi Bupati tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskannya dari
kesalahan/kekeliruan, Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi;

d. atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan kepada yang
bersangkutan atau dengan cara memotong gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila
dianggap perlu, dapat meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa;

e. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk
mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang daiam waktu 30 hari sejak
diterimanya surat keputusan;

f. pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan Surat Keputusan
Pembebanan Ganti Rugi.

Dalam hal Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah atau Pegawai Daerah tidak mampu
membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan pemberitahuan secara tertuiis kepada
Bupati untuk mohon pembebasan atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi.

5) Apabila keputusan tingkat banding menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan
Daerah dan Pegawai Daerah ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah, karena
kerugian tersebut disebabkan diiuar kemampuannya/bukan kesalahannya/bukan karena kelalaiannya,
maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan kekurangan kerugian daerah.
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I] Apabila blaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang akan memerlukan biaya yang lebih besar
dibandingkan dengan uang yang akan diterlma oleh daerah, tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat
ditiadakan.

1] Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara
penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Tuntutan Ganti Rugi Barang kadaiuarsa jika telah iewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran
dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun
anggaran dimana pembuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah^
itu dilakukan, tidak mengurangi tanggung jawab pegawai/pihak yang merugikan daerah atastuntutan

a I berdasarkan Hukum Perdata.
I |o) Keputusan pembebanan ganti rugi barang disampaikan kepada pengelola/Pembantu Pengelola untukIselanjutnya dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan yang beriaku.

1) Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi
pembukuan.

2) Surat Keputusan Pembebanan kepada Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau
tnelarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakam Tuntutan Ganti Rugi
tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari
perbuatan yangmenyebabkan kerugian daerah.

Pasal 84

Dalam hal tertentu, diketahui bahwa pihak yang dituntut tidak mampu membayar ganti rugi dan telah
memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas kewajiban

mengganti kerugian daerah dan setelah diadakan penelitian, maka Bupati menerbitkan keputusan

penghentian/penghapusan tuntutan ganti rugi baiksebagian atau seiuruhnya.

Apabila Bupati telah menerima laporan tentang kekurangan/keruglan Daerah dari pejabat/pegawai,
maka Bupati dapat melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang bersangkutan

dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara

oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Jika Pejabat/Pegawai, Penyimpan Barang dan/atau Pengurus Barang tidak ditahan oleh yang berwajib

karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan daerah, maka yang

bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.

Setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak bersalah, maka

pemberhentian sementara harus dicabut.

Dalam hal Putusan Pengadilan Negeri menyatakan yang bersangkutan bersalah dan dijatuhkan
hukuman kurungan, Bupati memberhentikan pejabat/pegawai, Penyimpan Barang dan/atau Pengurus
Barang tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak

pidana/pelanggaran hukum tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan ganti rugi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

1) Jenis formulir Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sep[anjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebihlanjutdaiam Keputusan Bupati.
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BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

eraturan Bupati in! mulalberlaku pada tanggaldiundangkan.
•jipr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penetapannya dalam Berita
plaerah Kabupaten Luwu. ^

Ditctapkan di Belopa

pada tanggal

Diundangkan di Belopa
idatanggal •; ]) 2 )13

iEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFULALAM

iERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR ...i2
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